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HAK BERSERIKAT

Mendagri: RUU Ofmas Sudah Komprehensif

JAKARTA (Suara. Karya):
Menteri Dalam Negeri Gama-
wan Fauzi mengatakan,
Rancangan Undang-Undang
Organisasi Kemasyarakatan
(RUU Ormas) yang dibahas
pemerintah dan DPR sudah
cukup komprehensif untuk
menjadi payung hukum bagi
ormas dalam berkontribusi
“positif terhadap pemba-
ngunan. E ;
Saat menyampaikan
pendapat akhir mini peme-
rintah pada acara penanda-
tanganan naskah RUU Or-
mas, di gedung DPR, Jakar-
ta, Rabu (19/6), Mendagri
mengatakan, - pemerintah
dan DPR sudah bekerja ke-
‘ras untuk melakukan pem-
bahasan sejak tahun 2011.
"Pembahasan RUU Or-
mas dilakukan dalam suasa-
na yang sangat dinamis, pe-
nubh semangat, terbuka, ke-

keluargaan, saling menghar-
gai, dan te:tap,:mgnjunjung‘
tnggi prinsip musyawarah
mufakat," katanya:
Mendagri menambah-
kan, kebebasan berserikat

dan ‘berkumpul merupakan

bagian dari hak asasi marnu-
sia setiap warga negara da-
lam kehidupan bermasyara-
kat, berbangsa dan bernega-
ra yang dijamin dan dilin-
dungi oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indo-

nesia. yang  berdasarkan
Pancasila. Hal tersebut ter-

tuang dalam Pasal 28, Pasal

98C ayat (2), Pasal 28E ayat

(3) UUD 1945."

"Negara per.
keseimbangan, keselarasan
dan keharmonisan antara
hak kebebasan berserikat.
berkumpul dengan kewajib-
an-kewajiban dalam berseri-

leat berkurmpul,” ujar Gama-

wan Fauzi.
. sofi,

_jumlah bab dan pasal.

'Kemasyarakatan.

terkait

Mendagri juga menjelas;

~ kan RUU Ormas telah meng-
. alami perubahan secara sig-

nifikan lebih dari 50 persen.
_Perubahan tersebut bersifat

mendasar, baik aspek philo-
substansi, maupun

“Karena itu, sesuai Keten-

Ctuan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pem-
‘bentukan Perafuran Perun-
dang-Undangan, dengan
adanya perubahan-perubah-
an itu, RUU Ormas dikatego-

rikan sebagai pembentukan
_undang-undang baru yang '
3  mencabut dan mengganti

lu mengelola

Undang-Undang Nomot 8 Ta-
hun 1985 tentang Organisasi

Beberapa ~ perubahan
mendasar dalam RUU Or-
mas, kata Mendagri, yakni
asas ormas yang ti-

i

_ormas

. negara. (Vietor AS) :

dak lagi menggunakan Pan-
casila sebagai asas tunggal.
RUU Ormas juga mendorong
reformasi tata kelola ormas
dan meningkatkan kemandi-
rian dan menjaga keberlang-'

..sungan hidup ormas melalui

pemberdayaan ormas,

Selain itu, RUU Ormas
menyebutkan adanya peng-
aturan terhadap ormas yang
didirikan oleh warga negara
asing dan beroperasi dalam -
wilayah hukum Indonesia,
mengharuskan pembubaran
melalui = putusan
pengadilan, serta RUU Or-

mas memperhatikan “aspek
sejarah, dengan memberi-
~ kan pengakuan sebagai ‘aset
“bangsa kepada ormas-ormas

yang telah lahir sebelum ke-
mmerdekaan .dan hingga saat
ini tetap konsisten berjuang
membangun bangsa dan



